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Kontrak kerja adalah peristiwa dimana seorang berjanji 
kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji 
untuk melaksanakan suatu. Dengan dibuatnya kontrak kerja, maka 
dimaksudkan sebagai acuan dalam mengatur hubungan industrial 
antara karyawan dan manajemen agar terhindar dari perselisihan. 
Adapun rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana implementasi 
kontrak kerja karyawan di stasiun pengisian bahan bakar umum 
Rajabasa, Bandar Lampung dan bagaimana pandangan hukum Islam 
dan hukum positif tentang kontrak kerja karyawan di stasiun pengisian 
bahan bakar umum Rajabasa, Bandar Lampung. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi 
kontrak kerja karyawan di stasiun pengisian bahan bakar umum 
Rajabasa, Bandar Lampung dan untuk mengetahui implementasi dari 
kontrak kerja tersebut dari pandangan hukum Islam dan hukum 
positifnya.  
Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan 
(field research) dengan melihat secara langsung kenyataan yang ada 
untuk memperoleh data di SPBU. Sumber data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini 
menggunakan seluruh populasi sebagai sampel, yaitu dengan jumlah 
16 orang karyawan SPBU. Metode pengumpulan data yang digunakan 
penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi, serta Teknik analisis 
data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini adalah implementasi dari kontrak 
kerja tersebut pada umumnya sudah baik, dengan berpedoman pada 
UU Cipta Kerja, hanya saja terdapat beberapa poin yang harus 
diperhatikan yaitu diantaranya, tidak ada aturan pengupahan yang 
jelas, meskipun terdapat rincian upah yang diterima pada kontrak 
kerja, namun pada aturan yang diterapkan, perusahaan menetapkan 
pemotongan gaji karyawan dengan dalih pemberian efek jera bagi 
karyawan yang tidak disiplin serta uintuik karyawan yang beikeirja leibih 
dari batas waktui shift ataui bahkan karyawan yang teitap beikeirja pada 
jam istirahat, tidak meindapatkan peirhituingan uipah yang jeilas, dan 
tidak ada aturan pemberian cuti yang jelas, bahkan saat hari raya, 
iii 
 
natal, dan hari Kemerdekaan RI karyawan tetap masuk untuk bekerja 
atau karyawan hanya mendapatkan satu hari cuti libur. Berdasarkan 
pandangan hukum Islam, implementasi dari kontrak kerja belum 
sesuai dengan anjuran hukum Islam, yaitu pihak pengusaha tidak 
menjelaskan secara spesifik mengenai upah dan batas waktu cuti serta 
istirahat, sehingga apa yang disampaikan dalam surat Al-Maidah Ayat 
1, belum terlaksana, karena pengusaha tidak mengupayakan 
kewajiban sebagaimana akad yang dilaksanakan. Berdasarkan 
pandangan hukum positif mengenai implementasi dari kontrak kerja 
pada SPBU ini masih belum sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam 
Undang-Undang Cipta kerja mengenai hak yang harus diperoleh 
karyawan, karena karyawan masih belum mendapatkan upah yang 
sesuai. Karyawan seringkali melakukan kelebihan jam kerja, tetapi 
tidak mendapatkan upah lembur. Karyawan juga terkadang tidak 
memiliki waktu istirahat, karena tetap harus bekerja ketika masuk 
waktu istirahat, serta tidak mendapatkan jadwal cuti yang jelas, karena 

























































                            
 
 ”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:”Ya bapakku ambilah 
ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya 
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) 
ialah orang yang   kuat lagi dapat dipercaya”                                                                                         
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A. Penegasan Judul 
Sebagai proses awal dalam memperoleh deskripsi yang 
real serta mempermudah pada pemahaman isi skripsi ini, 
maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan 
makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi 
ini. Dengan penegasan judul itu diharapkan tidak akan terjadi 
kesalahpahaman terhadap penekanan judul dari beberapa 
istilah yang dipakai. Di samping itu, langkah ini ialah proses 
penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, 
yakni “Implementasi Kontrak Kerja Karyawan Perspektif 
Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Umum Rajabasa Bandar 
Lampung)’’. 
Adapun penegasan arti dari judul skripsi ini ialah: 
1. Implementasi 
Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu 




2. Kontrak Kerja 
Menurut Salim, perjanjian atau kontrak kerja ialah 
suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 
seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling 




Karyawan atau yang biasa disebut juga tenaga kerja 
adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 
                                                          
1 Solihin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan I, (Jakarta:Mas Agung, 2008), 
65 
2 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2007), 57 
 2 
guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi 




Perspektif ialah sesuatu yang mempengaruhi apa yang 
kita lihat dan bagaimana kita menafsirkan apa yang kita 
lihat. Perspektif dalam bidang keilmuan sering juga 
disebut paradigma (paradigm), kadang disebut pula 
mazhab pemikiran (School of thought) atau teori. 
4
 
5. Hukum Islam 
Hukum Islam ialah sistem terpenting dalam 
pelaksanaan, berisikan aturan-aturan perintah dan 
larangan dari Allah SWT untuk melakukan sesuatu atau 
tidak melakukan sesuatu berdasarkan kajian dan 
perspektif Islam (al-Qur‟an dan As-Sunnah). Hal ini 
dimaksudkan untuk mengatur perilaku/perbuatan 
manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan 
kepentingan umum sesuai dengan kaidah hukum Islam.
5
  
6. Hukum Positif 
Hukum positif disebut juga ius constitutum yang 
berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang 
pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum 
atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui 
pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.
6
 
7. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 
Stasiun Pengisian Bahan Bakar adalah tempat dimana 
kendaraan transportasi mobil dan motor bisa 
memperoleh bahan bakar. Di Indonesia, Stasiun 
                                                          
3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 1 Ayat 
(2) 
4 Rosalia, Paradigma dan Landasan Filosofis Penelitian, Artikel Perspektif 
dalam Ilmu Sosial, Universitas Mercubuana, Volume 1 Nomor 19, 2019 
5 Kajian Sinergitas Perencanaan Pembangunan, tersedia (online) dalam 
http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_kajian/sinergitas%20perencanaan%20pem
bangunan, diakses pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 10.13 
6 I. Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan 
di Indonesia (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56 
 3 
Pengisian Bahan Bakar dikenal dengan nama SPBU 
(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Namun, 
masyarakat juga memiliki sebutan lagi bagi SPBU. 
Misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut Pom 
Bensin yang adalah singkatan dari Pompa Bensin.
7
 
Berdasarkan beberapa penegasan arti di atas, maka yang 
dimaksud dengan “Implementasi Kontrak Kerja Karyawan 
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada 
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Rajabasa Bandar 
Lampung)”, ialah penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian 
kerja antara perusahaan dengan karyawan dari perspektif 
hukum Islam dan hukum Positif. Dengan seperti itu, 
penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan 
perjanjian yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan 
dan karyawan dalam bentuk kontrak kerja di Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Umum Rajabasa Bandar Lampung 
dengan melihat dari dua perspektif, yakni hukum Islam dan 
hukum Positif, apakah perjanjian itu adil bagi masing-masing 
pihak, atau malah sebaliknya. 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ketenagakerjaan yang terjadi saat ini 
tentunya terdapat dinamika yang menggambarkan bagaimana 
hubungan ketenagakerjaan dengan perusahaan tempatnya 
bekerja yang menggambarkan hubungan kerja yang sangat 
komplek. Kemungkinan yang dapat terjadi dari hubungan 
kerja yang tidak seimbang ialah dapat terjadi perselisihan 
dalam melakukan pekerjaan, baik antara tenaga kerja yang 
satu dengan tenaga kerja yang lainnya, maupun antara tenaga 
kerja dengan perusahaan tempatnya bekerja. 
Perselisihan yang terjadi antara tenaga kerja dengan 
perusahaan, dapat dibedakan antara perselisihan hak atau 
                                                          
7 Ardhy Mukobombang, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), 
tersedia (online) dalam http://www.kontraktorspbu.com/stasiun-pengisian-bahan-
bakar-umum-spbu/, diakses pada tanggal 8 September 2020 pukul 13.44 
 4 
“rechtsgeschillen‟‟, dan perselisihan kepentingan atau 
belangen-geschillen. Perselisihan hak ialah perselisihan yang 
timbul sebab satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian kerja, 
perjanjian pekerjaan atau perburuhan, peraturan 
atasan/majikan ataupun menyalahi ketentuan hukum. 
Sedangkan perselisihan kepentingan ialah perselisihan yang 
terjadi akibat dari perubahan syarat-syarat 
perburuhan/pekerjaan atau dengan kata lain perselisihan yang 
timbul berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham 




Perselisihan dapat dihindari dengan cara membuat 
peraturan dalam bidang ketenagakerjaan yang dapat dipakai 
sebagai rambu maupun aturan normatif bagi pelaksanaan kerja 
dalam bentuk perjanjian kerja. Hal itu mengingat kedudukan 
pekerja yang lebih lemah dari pengusaha. Maka dengan 
seperti itu hendaknya peraturan itu dapat mencapai keadilan 
sosial untuk melindungi pekerja atau buruh.
9
 
Sebagai satu diantara hukum positif yang berlaku di 
Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
mengenai Cipta Kerja disebutkan bahwa perjanjian kerja atau 
kontrak kerja ialah perjanjian antara pekerja atau buruh 
dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-
syarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. UU 
Cipta Kerja dibentuk untuk memperkuat perjanjian kerja yang 
dilandasi Pasal 1320 KUHPerdata mengenai kesepakatan. 
Adanya UU Cipta Kerja ini ialah agar masing-masing pihak 
dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa ada yang 
                                                          
8 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2004), 202 
9 Suryadi Bata Ahmad, dkk, “Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan Dan 
Perusahaan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada 
PT Citra Van Kilat)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Volume 1 




 Hal itu juga sudah dijelaskan dalam Al-
Quran Surat Hud Ayat 18, yang berbunyi, 
                     
                         
             
 „„Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia 
mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. 
Sesungguhnya azab-Nya itu ialah sangat pedih lagi keras.” 
(QS. Hud : 18) 
Selain itu, Allah S.W.T juga berfirman dalam Surat 
Al-An‟am Ayat 21, yang berbunyi, 
                         
          
“Dan siapakah yang leibih zalim daripada orang yang 
meingada-adakan suiatui keibohongan teirhadap Allah, ataui 
yang meinduistakan ayat-ayatnya. Seisuingguihnya orang-orang 
yang aniaya itui tidak meindapat keibeiruintuingan.” (QS. Al-
An‟am : 21) 
 
Kedua ayat di atas, jelas sudah bahwa Allah sangat 
melarang perbuatan dzalim dan menganiaya. Oleh sebab itu, 
perjanjian atau kontrak kerja di dalam suatu hubungan 
pekerjaan, sangat diperlukan untuk membuat kedua belah 
                                                          
10 Moh. Shofiyul Huda, “Kontrak Kerja Sama Usaha Di Indonesia Dalam 
Perspektif Hukum Islam”, Jurnal STAIN Kediri, Volume 14 Nomor 2, (Juli 2016): 
135 
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Berbicara mengenai perjanjian, Pasal 1313 
KUHPerdata menyebutkan bahwa, perjanjian ialah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. 
Dengan seperti itu, dapat disimpulkan bahwa, kedudukan 
masing-masing pihak dalam perjanjian ialah sama. Dalam 
operasionalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak bisa 
dilakukan secara langsung. Dalam artian bahwa perlu adanya 
penjabaran untuk mengatur hubungan antara pekerja dan 
pengusaha. Penjabaran itu satu diantaranya ialah Perjanjian 
Kerja Bersama (PKB). 
PKB ialah hasil dari kesepakatan untuk melakukan 
pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pengusaha dan serikat 
pekerja. Dapat dilihat bahwa dibuatnya PKB ialah untuk 
mengatur syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah 
pihak. Seperti itu pula bahwa PKB ialah ialah perjanjian induk 
yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian kerja.
12
 
Berdasarkan aturan normatif itulah maka dalam 
implementasinya PT. Pertamina SPBU Rajabasa menerapkan 
aturan yang ada dengan membuat kontrak kerja antara Pihak 
Manajemen dan Serikat Karyawan. 
Tenaga kerja dalam perspektif agama Islam 
(khususnya dalam kajian ilmu Muamalah), termasuk ke dalam 
kegiatan yang digolongkan sebagai kegiatan Ijarah. Kegiatan 
Ijarah dalam hal ini, diartikan sebagai upah-mengupah, 
dimana pihak Pemilik tenaga kerja diibaratkan sebagai 
Penyewa, dan sebaliknya pihak tenaga kerja diibaratkan 
sebagai sesuatu yang disewakan. Pengertian tenaga kerja 
                                                          
11 Muhammad Arif Ikhsan, Keabsahan Kontrak Kerja Freelance Dengan 
Media Digital Di Amazone Pontianak Dalam Pandangan hukum Islam Kontenporer, 
Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak, Volume 14 Nomor 1, 
(April 2018): 140 
12 Faisal Burhan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak 
Kerja Karyawan di Toko Buku Toga Mas Margorejo Surabaya, Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel, (2015) : 16 
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dapat diibaratkan sebagai sewaan, disebabkan tenaga kerja 
dalam sistem pekerjaannya, sudah dimanfaatkan keahliannya. 
Oleh sebab itu, Upah disini dijadikan sebagai bentuk 
tanggung jawab bagi pihak penyewa serta bentuk jaminan 
bagi pihak yang disewa keahliannya. 
13
 
Peirjanjian keirja yang dilakuikan antara peikeirja dan 
peinguisaha ialah meinandakan adanya ikatan antara ke iduia 
beilah pihak. Hal itui seisuiai deingan konseip Islam bahwa 
kontrak yang haruis diseirtai ijab qabuil ialah ruikuin dari pada 
peirjanjian, seibagaimana Firman Allah QS. Al-Maidah ayat 1: 
                       
                        
      
“Hai orang-oramg yang beiriman, peinuihilah aqad-
aqad itui. Heiwan teirnak dihalalkan bagimui, keicuiali yang akan 
diseibuitkan keipadamui, deingan tidak meinghalalkan beirbuirui 
keitika kamui seidang beirihram (haji ataui uimrah). 
Seisuingguihnya Allah meineitapkan huikuim seisuiai deingan yang 
Dia keiheindaki.” (QS. Al-Maidah : 1) 
 
Tujuan diadakannya kontrak kerja ini ialah 
pelaksanaan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan 
dibuatnya kontrak kerja, maka dimaksudkan sebagai acuan 
dalam mengatur hubungan industrial antara karyawan dan 
Manajemen SPBU Rajabasa Bandar Lampung. Mengingat 
perkembangan ketenagakerjaan yang dinamis dengan berbagai 
permasalahan yang dapat muncul, sudah semestinya bahwa 
                                                          
13 Nur Aksin, “Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam 
Islam)”, Jurnal Meta Yuridis, Volume 1 No.2 (2018) : 72 
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pelaksanaan dari kontrak kerja yang sudah disepakati harus 
tetap menjadi acuan hubungan kerja di perusahaan itu. 
Pelaksanaan kontrak kerja antara karyawan dan 
manajemen Rajabasa Bandar Lampung dimulai pada saat 
karyawan dinyatakan diterima bekerja, dan kedua belah pihak 
menandatangi perjanjian kontrak yang berisi kewajiban 
masing-masing, serta hal-hal yang harus dipenuhi baik oleh 
karyawan maupun manajemen. Isi dari perjanjian kontrak 
ialah berpedoman pada Pasal 54 Undang-Undang Cipta Kerja,  
Tinjauan pra-riset yang dilakukan oleh penulis, ialah 
ditemukannya masalah pengupahan atau gaji bagi karyawan 
yang kurang sesuai dengan isi Pasal 88 UU Cipta Kerja.
14
 
Karyawan tidak mendapatkan perhitungan upah yang jelas, 
sesuai dengan yang mereka tanda tangani di dalam kontrak. 
Adanya pengaturan shift kerja yang sering lebih daripada 
waktu pergantian shift yang tertera pada kontrak kerja, tanpa 
dibarengi dengan pemberian upah lembur sesuai kelebihan 
jam kerja. 
Selain itu, masalah lainnya yang ditemukan oleh 
penulis ialah mengenai hak cuti yang diperoleh karyawan. 
Pasal 79 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa, pengusaha 
wajib memberi waktu istirahat dan cuti,  seorang pekerja 
berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja 
dalam satu tahun. Karyawan dapat memperoleh sekurang-
kurangnya 12 hari cuti tahunan jika sudah bekerja minimal 1 
tahun atau 12 bulan secara terus menerus di perusahaan.
15
 
Namun, pada saat cuti hari raya, natal, dan hari Kemerdekaan 
RI karyawan tetap masuk untuk bekerja atau karyawan hanya 
mendapatkan satu hari cuti .  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 
dengan judul, „„Implementasi Kontrak Kerja Karyawan 
                                                          
14
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 88  
15
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 79 
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Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada 
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Rajabasa Bandar 
Lampung).” 
 
C. Fokus dan Sub Fokus Peineilitian 
1. Fokus Peineilitian 
Fokus peineilitian ini meimbeirikan batasan dalam studi dan 
peingumpulan data, seihingga peineilitian ini akan fokus 
dalam meimahami masalah-masalah yang meinjadi tujuan 
peineilitian. Meilalui fokus peineilitian ini suatu informasi 
dilapangan dapat dipilah-pilah seisuai konteiks 
peirmasalahannya, seihingga rumusan masalah ini saling 
beirkaitan. Fokus peineilitian pada skripsi ini ialah 
Impleimeintasi Kontrak Keirja Karyawan Peirspeiktif  
Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Stasiun 
Peingisian Bahan Bakar Umum Rajabasa Bandar 
Lampung) seibagai beintuk peilaksanaan dari UU Cipta 
Keirja. 
2. Sub Fokus Peineilitian 
a. Peingaturan peimbeirian upah keipada karyawan 
beirdasarkan pada Pasal 88 Undang-Undang Cipta 
keirja. 
b. Peingaturan peimbeirian hak cuti dan waktu istirahat 
keipada karyawan beirdasarkan pada Pasal 79 Undang-
Undang Cipta keirja. 
 
D. Rumusan Masalah 
Beirdasarkan latar beilakang masalah yang sudah dikeimukakan 
seibeilumnya, maka rumusan masalah dari peineilitian ini ialah: 
1. Bagaimana Impleimeintasi Kontrak Keirja Karyawan di 
Stasiun Peingisian Bahan Bakar Umum Rajabasa Bandar 
Lampung? 
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2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif 
Mengenai Kontrak Keirja Karyawan di Stasiun Peingisian 
Bahan Bakar Umum Rajabasa Bandar Lampung? 
 
E. Tujuan Peineilitian  
Adapun tujuan peineilitian ini ialah  : 
1. Uintuik meingeitahuii Impleimeintasi Kontrak Keirja 
Karyawan di Stasiuin Peingisian Bahan Bakar Uimuim 
Rajabasa Bandar Lampuing. 
2. Uintuik meingeitahuii Pandangan Huikuim Islam dan Huikuim 
Positif Meingeinai Kontrak Keirja Karyawan di Stasiuin 
Peingisian Bahan Bakar Uimuim Rajabasa Bandar 
Lampuing. 
 
F. Manfaat Peineilitian  
1. Manfaat Teioritis 
Peineiliti diharapkan mampui meimbeirikan peimahaman 
keipada masyarakat meingeinai impleimeintasi kontrak keirja 
karyawan peirspeiktif huikuim Islam dan huikuim positif di 
Stasiuin Peingisian Bahan Bakar Uimuim Rajabasa Bandar 
Lampuing seibagai beintuik peilaksanaan dari UiUi Cipta 
Keirja. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil peineilitian ini dimaksuidkan seibagai suiatui syarat 
tuigas akhir guina meimpeiroleih S.H pada Fakuiltas Syariah 
dan Huikuim UiIN Radein Intan Lampuing. 
 
G. Kajian Peineilitian Teirdahuilui Yang Reileivan 
Peinuilis meindapatkan beibeirapa peineilitian yang 
beirhuibuingan deingan peineilitian ini, yakni: 
1. Peineilitian yang dilakuikan oleih Fithriatuis Shalihah (2016) 
deingan juiduil “Impleimeintasi Peirjanjian Keirja Waktui 
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Teirteintui (PKWT) Dalam Huibuingan Keirja di Indoneisia”. 
Peineirapan peirjanjian keirja waktui teirteintui (PKWT) dalam 
huibuingan keirja meinuiruit Uindang-Uindang Nomor 13 
tahuin 2003 meingeinai Keiteinagakeirjaan beiluim beirjalan 
seisuiai deingan keiteintuian yang beirlakui. Peinguisaha suidah 
meingabaikan batas waktui maksimal yang dipeirkeinankan 
oleih Uindang-Uindang Nomor 13 tahuin 2013 meingeinai 
Keiteinagakeirjaan meingeinai masa waktui PKWT. 
Peimbeirian Hak-hak peikeirja waktui teirteintui seipeirti uipah, 
jam keirja mauipuin jaminan sosial teinaga keirja juiga masih 
beiluim meimeinuihi harapan. Hal ini ialah peilanggaran 
teirhadap hak asasi peikeirja seibagai warga neigara 
Indoneisia yang hak-hak dasarnya suidah dilinduingi di 
dalam Uindang-Uindang Keiteinagakeirjaan RI. Keindala 
dalam peilaksanaan PKWT meinuiruit Uindang-Uindang 
Nomor 13 Tahuin 2003 teirleitak pada duia hal, peirtama 
faktor atuiran meingeinai peilaksanaan PKWT yang tidak 
seisuiai deingan keibuituihan lapangan keirja. Peinguisaha tidak 
muingkin meilakuikan peireikruitan peikeirja uintuik seisuiatui 
yang tidak dibuituihkan dalam beirjalannya peiruisahaan. 
Seibagian beisar jeinis dan sifat peikeirjaan yang dibuituihkan 
ialah peikeirjaan yang masuik dalam peikeirjaan inti dari 
proseis produiksi dan sifatnya teitap. Seihingga dalam hal ini 
suidah teirjadi peinyimpangan yang cuikuip fatal teirhadap 
Pasal 59 Uindang-Uindang Keiteinagakeirjaan, yang 
diakibatkan oleih obyeik peikeirjaan yang dilarang oleih 
keiteintuian uindang-uindang uintuik PKWT.
16
 
Peirsamaan peineilitian ini deingan peineilitian yang 
dilakuikan oleih peinuilis ialah, sama-sama meineiliti 
meingeinai peirjanjian keirja yang beirlakui seisuiai deingan 
Uindang-Uindang Keiteinagakeirjaan. Peirbeidaannya, pada 
peineilitian yang dilakuikan oleih peinuilis, tidak hanya fokuis 
pada uindang-uindang ataui huikuim positif, teitapi juiga fokuis 
                                                          
16  Fithriatus Shalihah, “Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT) Dalam Hubungan Kerja di Indonesia”, Jurnal Selat, Volume 4 Nomor 1 
(Oktober, 2016) : 72-100 
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pada impleimeintasi kontrak keirja itui beirdasarkan pada 
huikuim Islam. Peinuilis juiga meimakai Stasiuin Peingisian 
Bahan Bakar Uimuim seibagai objeik peineilitian. 
2. Peineilitian yang dilakuikan oleih Dadang Komara dkk 
(2019), deingan juiduil “Sisteim Kontrak dan Keiseijahteiraan 
Karyawan Beirdasarkan UiUi No.13 Tahuin 2003 dan 
Huikuim Islam (Peineilitian di CV.X Keic. Majalaya)”. 
Sisteim kontrak keirja ialah seibuiah sisteim yang didasarkan 
pada UiUi no.13 Tahuin 2003 meingeinai Keiteinagakeirjaan 
yang dipakai oleih peiruisahaan dan karyawan dalam 
peirjanjian keirja deingan jangka waktui yang diteintuikan. 
Adanya UiUi no.13 Tahuin 2003 itui diharapkan mampui 
meiwuijuidkan keiseijahteiraan peikeirja/ karyawan dan 
keiluiarganya deingan teitap meimpeirhatikan keimajuian 
peiruisahaan. Dalam Islam, sisteim kontrak dapat diartikan 
seibagai peirjanjian seiwa meinyeiwa jasa yang dapat diambil 
manfaatnya ataui dikeinal deingan istilah Ijarah. Peineilitian 
ini dilakuikan deingan meitodei peineilitian kuialitatif deingan 
tuijuian dapat meindeiskripsikan feinomeina yang teirjadi di 
lokasi peineilitian lapangan. Hasil yang dipeiroleih dalam 
peineilitian yakni meilaluii obseirvasi, wawancara keipada 
pihak-pihak teirkait seipeirti pihak peirsonalia, karyawan, 
dan dokuimeintasi. Hasil dan analisis data dapat 
disimpuilkan bahwa (1) Sisteim kontrak keirja pada CV. X 
tidak meingacui pada Peiratuiran Peimeirintah uintuik 
Peirjanjian Keirja Waktui Teirteintui (PKWT) dalam Pasal 59 
ayat (6) UiUi Keiteinagakeirjaan. (2) Dampak adanya siste im 
kontrak teirhadap keiseijahteiraan karyawan ialah hilangnya 
harapan karyawan yang suidah lama beikeirja uintuik 
meindapatkan tuinjangan masa keirja. (3) Peirbeidaan uipah 
harian dan builanan pada beiban peikeirjaan yang sama tidak 
seisuiai deingan huikuim Islam.
17
  Peirsamaan antara 
peineilitian teirdahuilui deingan peineilitian yang dilakuikan 
                                                          
17  Dadang Komara dkk, “Sistem Kontrak dan Kesejahteraan Karyawan 
Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 dan Hukum Islam (Penelitian di CV.X Kec. 
Majalaya)”, Jurnal Al-Amwal, Volume 2 Nomor 1 (Agustus 2019) : 45-55 
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oleih peinuilis ialah sama-sama meineiliti meingeinai 
peirlinduingan bagi teinaga keirja, namuin Peinuilis  
meingambil objeik peineilitian di Stasiuin Peingisian Bahan 
Bakar Uimuim (SPBUi). 
3. Peineilitian yang dilakuikan oleih Nuir Rofiah (2016), deingan 
juiduil “Impleimeintasi Peirlinduingan Keiseilamatan dan 
Keiseihatan Keirja Bagi Peikeirja Proyeik Konstruiksi di 
CV.Muipakat Jaya Teiknik (Tinjauian UiUi No.13 Tahuin 
2003 dan Mashlahah Muirsalah)”. Hasil dari peineilitian 
skripsi ini ialah : bahwa peilaksanaan peirlinduingan 
keiseilamatan dan keiseihatan keirja bagi peikeirja proyeik 
konstruiksi di CV. Muipakat Jaya Teiknik ialah deingan 
meilaksanakan uipaya peinceigahan keiceilakaan keirja yakni 
deingan meinyeidiakan seicara cuima-cuima alat peirlinduingan 
diri/keiseilamatan, namuin dalam praktiknya dilapangan 
bahwa tidak seimuia peikeirja maui meimakai alat peilinduing 
diri itui.
18
 Peirsamaan antara peineilitian teirdahuilui deingan 
peineilitian yang dilakuikan oleih peinuilis ialah sama-sama 
meineiliti meingeinai peirlinduingan bagi teinaga keirja, namuin 
peinuilis leibih fokuis keipada impleimeintasi dari kontrak 
keirja bagi teinaga keirja yang ditinjaui dari duia suiduit 
huikuim, yakni huikuim Islam dan huikuim Positif. Peinuilis 
juiga meingambil objeik peineilitian di Stasiuin Peingisian 
Bahan Bakar Uimuim (SPBUi). 
 
H. Meitodei Peineilitian 
1. Jeinis dan Sifat Peineilitian 
a. Jeinis Peineilitian 
     Peineilitian ini ialah peineilitian lapangan (Fieild 
Reiseiarch) deingan meimakai peindeikatan normatif dan 
eimpiris. Pada peindeikatan normatif, peineilitian yang 
                                                          
18 Nur Rofiah, “Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Di CV.Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan UU 
No.13 Tahun 2003 dan Mashlahah Mursalah)” (Skripsi, Malang : Jurusan Hukum 
Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016) 
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dilakuikan deingan cara meineiliti bahan puistaka ataui data 
seikuindeir. Seidangkan pada peindeikatan eimpiris, dilakuikan 
di lapangan (Fieild Reiseiarch) deingan meilihat seicara 
langsuing keinyataan yang ada dengan menggunakan 
metode pengumpulan data wawancara.  
b. Sifat Peineilitian 
  Peineilitian ini beirsifat deiskriptif analisis, yakni suiatui 
peineilitian yang meinggambarkan suiatui objeik, feinomeina-
feinomeina, geijala sosial dan suiatui keilompok teirteintui
19
 
Dalam hal ini beirkaitan deingan impleimeintasi kontrak 
keirja karyawan peirspeiktif huikuim Islam dan huikuim positif 
di Stasiuin Peingisian Bahan Bakar Uimuim Rajabasa 
Bandar Lampuing. 
2. Suimbeir Data 
Sumber Data yang digunakan dalam peineilitian ini adalah: 
a.    Data Primeir 
Data Primeir ialah data yang dipeiroleih seicara 
langsuing teirhadap objeik peineilitian deingan cara 
wawancara (inteirvieiw) keipada informan peineilitian,
20
 
yakni keipada manajeimein dan karyawan di Stasiuin 
Peingisian Bahan Bakar Uimuim Bandar Lampuing. 
b.   Data Seikuindeir 
Data seikuindeir yakni data ataui informasi yang di 
dapat dari seijuimlah keiteirangan ataui fakta-fakta yang 
dipeiroleih seicara tidak langsuing dan ialah hasil peineilitian 
dokuimein peineilitian seiruipa yang peirnah dilakuikan 
seibeiluimnya. Bahan keipuistakaan seipeirti buikui-buikui, 
liteiratuir, koran, majalah, juirnal, seirta peineilitian teirdahuilui 
yang seijeinis dan dapat dijadikan seibagai suimbeir 
reifeireinsi, mauipuin arsip-arsip yang seisuiai deingan 
peineilitian yang akan dibahas. 
                                                          
19
 Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor; Ghalia Indonesia,2009), 54 
20  Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metodelogi Penelitian 
(Bandung;Mandar maju,2000),73 
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3. Popuilasi dan Sampeil 
a.  Popuilasi 
Popuilasi ialah wilayah geineiralisasi yang teirdiri atas 
obyeik ataui suibyeik yang meimpuinyai kuialitas dan 
karakteiristik teirteintui, yang diteitapkan oleih peineiliti uintuik 
dipeilajari dan ditarik keisimpuilan.
21
 Popuilasi dalam 
peineilitian ini ialah manajeimein dan karyawan di Stasiuin 
Peingisian Bahan Bakar Rajabasa Bandar Lampu ing yang 
beirjuimlah 16 orang, yang teirdiri dari 1 orang Manajeir, 1 
orang staf HRD, 4 Seinior Opeirator, 8 orang Opeirator, 1 
orang kasir, dan 1 orang teinaga keibeirsihan. 
b.   Sampeil 
Sampeil ialah bagian suiatui suibyeik ataui obyeik yang 
meiwakili popuilasi.
22
 Meinuiruit Arikuinto, apabila popuilasi 
peineilitian kuirang dari 100 orang, maka sampeil diambil 
seimuia, seihingga peineilitiannya ialah peineilitian popuilasi.
23
 
Sampeil dalam peineilitian ini ialah seiluiruih popuilasi yang 
teirdiri dari 1 orang manajeir, 1 orang HRD, 4 orang seinior 
opeirator, 8 orang opeirator, 1 orang kasir, dan 1 orang 
teinaga keibeirsihan di Stasiuin Peingisian Bahan Bakar 
Uimuim Rajabasa Bandar Lampuing deingan juimlah total 16 
orang. 
4. Meitodei Peinguimpuilan Data 
Meitodei peinguimpuilan data dilakuikan deingan cara teirjuin 
langsuing kei lokasi objeik peineilitian dan meimakai teiknik 
deingan cara seibagai beirikuit: 
a. Wawancara 
      Meitodei wawancara ialah teiknik peinguimpuilan data 
uintuik meimpeiroleih keiteirangan uintuik tuijuian peineilitian 
deingan cara meingajuikan suiatui peirtanyaan langsuing 
                                                          
     21 Ibid, 80 
22Radial, Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi (Jakarta : PT. Bumi 
Aksara, 2014), 336 
23  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, 
Edisi Revisi VI, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2012), 21 
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keipada pihak yang beirsangkuitan. Praktisnya peinuilis 
meinyiapkan daftar peirtanyaan uintuik diajuikan seicara 
langsuing keipada teinaga keirja di Stasiuin Peingisian 
Bahan Bakar Uimuim Rajabasa Bandar Lampuing. 
b. Dokuimeintasi 
Peingguinaan dokuimein ialah teiknik peinguimpuilan 
data yang beirsuimbeir dari non-manuisia ataui beinda 
mati yang suidah ada, seihingga peineiliti tinggal 
meimanfaatkannya uintuik meileingkapi data yang 
dipeiroleih dari hasil wawancara dan obseirvasi
24
. 
Dalam hal ini peineiliti meimakai Juirnal, Buikui yang 
Beirkaitan, Peineilitian Teirdahuilui, Uindang-uindang 
seirta karya-karya lain yang dipuiblikasikan. 
5. Meitodei Peingolahan Data 
Tahap-tahap peingolahan data dalam peineilitian ini seibagai 
beirikuit: 
a. Peimeiriksaan Data (eiditing) 
Yakni peimbeinaran apakah data yang teirkuimpuil 
meilaluii stuidi puistaka, dokuimein, dan stuidi puituisan 
suidah dianggap leingkap, reileivan, jeilas, tidak 
beirleibihan, dan tanpa keisalahan. 
b. Peinyuisuinan/Sisteimatika Data 
(construicting/systeimatizing)  
  Yakni keigiatan meinabuilasi seicara sisteimatis data 
yang suidah dieidit dan dibeiri tanda itui dalam beintuik 
tabeil-tabeil yang beirisi angka-angka dan preiseintasei 
bila data itui kuiantitatif, meingeilompokkan seicara 
sisteimatis data yang suidah dieidit dan dibeiri tanda itui 
meinuiruit klasifikasi data dan uiruitan masalah bila 
data itui kuialitatif. 
 
 
                                                          
                   24 Ibid, 194 
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6. Meitodei Analisis Data 
Peineilitian ini dilakuikan deingan meinganalisis data 
seicara deiskriptif kuialitatif, yakni deingan cara 
meinafsirkan, meinginteirpreistasikan, dan 
meingklasifikasikan deingan meimakai keirangka teiori dan 
keirangka konseip yang hasilnya diuiraikan dan dijeilaskan 
keidalam beintuik kalimat yang jeilas, teiratuir, logis dan 
eifeiktif seihingga dipeiroleih gambaran yang jeilas, teipat, 
dan dapat ditarik keisimpuilan seihingga dari beibeirapa 
keisimpuilan itui dapat diajuikan saran-saran. 
 
I. Sisteimatika Peimbahasan 
Uintuik meimuidahkan dalam meimahami isi peineilitian 
ini, maka peinuilisannya teirbagi dalam V (lima) bab seicara 
beiruiruitan dan saling beirkaitan huibuingannya ditambah deingan 
daftar puistaka seirta beibeirapa lampiran, agar dapat 
meimbeirikan gambaran seicara uituih meingeinai hasil peineilitian 
seicara rinci, yakni seibagai beirikuit: 
BAB I. PEiNDAHUiLUiAN 
  Bab ini meinjeilaskan meingeinai latar beilakang 
masalah, fokuis peineilitian, ruimuisan masalah, tuijuian dan 
manfaat peineilitian, kajian peineilitian teirdahuilui yang reileivan, 
meitodei peineilitian, seirta sisteimatika peineilitian. 
BAB II. LANDASAN TEiORI 
Bab ini meinjeilaskan meingeinai teiori-teiori yang 
dipakai dalam peinyuisuinan peineilitian ini, yakni, Peingeirtian 
Ijarah, Dasar Huikuim Ijarah, Ruikuin dan Syarat Ijarah, 
Macam-Macam Ijarah, Beirakhirnya Ijarah, dan Hikmah 
Ijarah, Hak-Hak Buruh Dalam Islam, Peingeirtian Teinaga 
Keirja, Hak dan Keiwajiban Teinaga Keirja di Peiruisahaan, Hak 
dan Keiwajiban Peiruisahaan Keipada Teinaga Keirja, Peingeirtian 
Huikuim Keiteinagakeirjaan, Ruiang Lingkuip Huikuim 
Keiteinagakeirjaan, Kontrak/Peirjanjian Keirja, Peingeirtian 
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Peirjanjian, Syarat Sah Peirjanjian, Pengertian Perjanjian Kerja, 
Unsur-Unsur Perjanjian Kerja, Berakhirnya Perjanjian Kerja.  
BAB III. DEiFINISI OBJEiK PEiNEiLITIAN 
Bab ini meinjeilaskan meingeinai Gambaran dan 
Kondisi Uimuim Stasiuin Peingisian Bahan Bakar Uimuim 
Rajabasa Bandar Lampuing, seirta Peilaksanaan Kontrak keirja 
di Stasiuin Peingisian Bahan Bakar Uimuim Rajabasa Bandar 
Lampuing. 
BAB IV. ANALISIS PEiNEiLITIAN 
Bab ini meinjeilaskan meingeinai peinjeilasan meingeinai 
Impleimeintasi Kontrak Keirja Karyawan di Stasiuin Peingisian 
Bahan Bakar Uimuim Kontrak Keirja Karyawan di Stasiuin 
Peingisian Bahan Bakar Uimuim Pada Stasiuin Peingisian Bahan 
Bakar Uimuim Rajabasa Bandar Lampuing, dan Pandangan 
Huikuim Islam dan Huikuim Positif meingeinai Impleimeintasi 
Kontrak Keirja Karyawan Pada Stasiuin Peingisian Bahan Bakar 
Uimuim Rajabasa Bandar Lampuing. 
BAB V. KEiSIMPUiLAN DAN REiKOMEiNDASI  
Bab ini meinjeilaskan meingeinai keisimpuilan peinuilis 
meingeinai hasil peineilitian dalam meinjawab ruimuisan masalah, 

















1. Peinigeirtiani Ijarah 
Ijarah beirasal dari kata al-ajru yanig beirarti al-iwadl 
(ganiti dani upah). Meiniurut bahasa, Ijarah adalah niama bagi 
suatu upah. Seidanigkani meiniurut syara‟, Ijarah adalah suatu 
beinituk akad atas keimanifaatani yanig teilah dimaklumi, 
diseinigaja dani meinieirima peiniyeirahani seirta dipeirboleihkaniniya 
deinigani peinigganitiani yanig jeilas. Seidanigkani Idris  Ahmad 
dalam bukuniya yanig beirjudul Fiqh Syafi‟i beirbeinidapat 
bahwa Ijarah adalah upah-meinigupah, hal inii teirlihat keitika 
beiliau meinijeilaskani  syarat dani rukuni upah-meinigupah yaitu 
mu‟jir dani musta‟jir (peimbeiri upah dani peinieirima upah).
25
 
Ijarah adalah meiniukar seisuatu deinigani adaniya 
imbalani, deinigani kata laini Ijarah beirarti seiwa-meiniyeiwa atau 
upah-meinigupah, dimania seiwa-meiniyeiwa adalah meinijual 
manifaat, seidanigkan upah-meinigupah meinijual 
teiniaga/keikuatani.
26
 Beirdasarkani beinituk peirjanijianiniya, akad 
dalam peirjanijiani keirja inii teirgolonig dalam Ijarah, yaitu 
seiwa-meiniyeiwa teiniaga maniusia unituk meilakukani peikeirjaani. 
Dalam istilah Islam pihak yanig meilakukani peikeirjaani diseibut 
seibagai “Ajir”. Ajir meirupakani beinituk subyeik (isim fail) dari 
fi‟il madhi,  ajara-yajiru-ijaratani. Ajir inii teirdiri dari Ajir 
khos yaitu seiseioranig atau beibeirapa oranig yanig beikeirja pada 
oranig teirteinitu, dani Ajir musytarak yaitu oranig-oranig yanig 
beikeirja unituk keipeinitinigani oranig baniyak. Seidanigkani oranig 




                                                          
25 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 
2014), 114 
26 Ibid, 115 
27 Ibid. 
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Peirjanijiani keirja dalam Islam diseibut juga deinigani 
Ijarah, kareinia didalam peirjanijianiniya seiseioranig meiniyeiwa 
teiniaga oranig laini unituk meilakukani peirjajiani keirja deinigani 
meimbeiri upah seibagai imbalaniniya. Peinigeirtiani inii seiniada 
deinigani yanig diunigkapkani oleih Syeikh Syihab al-Dini dani 
Syeikh Umaiah, bahwa yanig dimaksud deinigani Ijarah adalah 
akad atas manifaat yanig dikeitahui yanig diseinigaja unituk 




2. Dasar Hukum Ijarah 
Unituk meinigeitahui dasar hukum peilaksaniaani peirjanijiani 
keirja dalam hukum Islam, dapat dilihat me inigeiniai dasar 
hukum yanig meimboleihkani peilaksaniaani Ijarah sebagai 
berikut: 
a. Ayat Al-Qurani 
Al-Qur‟ani seinidiri teirdapat ayat yanig meiniyuruh unituk 
meimbeirikani upah atas manifaat yanig teilah didapat, hal inii 
dapat dilihat pada Q.S At-Thalaq, Ayat 6 yang berbunyi : 
                   
                          
                     
             
“Keimudiani jika meireika meiniyusukani (aniak-aniak)mu 
unitukmu, Maka beirikanilah keipada meireika upahniya, dan 
musyawarakanlah diantara kamu (segala sesuatu) yang 
baik.”(QS. At-Thalaq : 6). 
                                                          
28 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah (Semarang : Pustaka 
Rizqi Putra, 2018), 83 
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Ayat di atas meimiliki peinigeirtiani bahwa, seitiap 
peikeirjaani yanig dilakukani oleih seiseioranig, maka oranig teirseibut 
harus dibeirikani upah seibeisar usaha yanig meireika keiluarkani 
unituk peikeirjaani teirseibut. 
Selanjutnya Firman Allah tentang memperkerjakan 
buruh pada Surat Al-Qashas, Ayat 26 yang berbunyi: 
                          
      
”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:”Ya 
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), 
karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu 
ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi 
dapat dipercaya” (QS. Al-Qashas : 26). 
 
Ayat diatas menerangkan bahwa akad ijarah telah 
disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat tersebut terdapat 
pernyataan seorang anak yang diucapkan ayahnya untuk 
mengambil seorang pekerja dan memberikan upahnya yang 
telah disepakati. 
Seilaini itu, ada beibeirapa hadits yanig meinijadi dasar 
hukum ijarah, yaitu : 
b. Hadits 
1) Hadits Riwayat Ibniu Majah dari Ibniu Umar, bahwa 
Rasulullah   SAW beirsabda: 
فَّ َعَرقُهُ   َأْعُطوا اأَلِجرَي َأْجَرُه قَْبَل َأْن ََيِ
      “Beirikanilah upah peikeirja seibeilum keirinigatniya 
keirinig” (HR. Ibnui Majah dari Ibnu Umar).
29
 
                                                          
29
 Shahiih Sunan Ibnu Majah (no.1980)], Sunan Ibnu Majah 
(II/817,No.2443) 
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       Hadits di atas meimiliki arti bahwa seitiap peimbeiri 
keirja wajib meimbeirikani upah keipada peikeirjaniya 
seiseigeira munigkini tanipa ditunida-tunida. Deinigani 
deimikiani, peimbeiri keirja tidak boleih meiniahani upah 
seiseioranig deinigani apapuni alasaniniya, seilama seiseioranig 
teirseibut teilah meinigusahakani unituk meiniyeileisaikani 
peikeirjaaniniya. 
2) Hadits riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dani 
Abu Sa‟id al Khuduri, Rasulullah SAW beirsabda: 
َتأَْجرَ  َأِجرْير  ا فَلُْيْعِلْمهُ  ٔأْجَرهُ   َمنِ  اس ْ
“Baranig siapa meimpeikeirjakani peikeirja, 
beiritahukanilah upahniya” (HR.Abd ar-Razzaq dari 
Abu Hurairah dani Abu Sa‟id al Khuduri).
30
 
Hadits teirseibut meinieiranigkani bahwa dalam 
meimpeikeirjakani seioranig peikeirja harus meimbeirikani 
peinijeilasani meinigeiniai upah yanig diteirimaniya seicara 
jeilas dani seisuai deinigani keiteinituani. 
3) Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, dani Niasaiy dari 
Sa‟d bini Abi Waqas meiniyeibutkan bahwai : 
ََنَانَ فَ                    ْرعِ  َوَما  َسَعدَ  ِِبمَْماءِ  ِمَْنَا،  َعَل   َواِق  ِمنَ  امزَّ  اأَلْرَض  ِبَما امسَّ
  ُكنَّا  نُْكِري
ـٍةَاوْ   َرُسولُ  للاِ  انلصّل  عَلَْيهِ  َوأِٓلِ  َوَسّلََّ  َعنْ  َذاِلَ  َوَأَمَرنَ  نُْكرِأَنْ  ِبَذَهََيَا ٍب  ِفضَّ
“Dahulu kita meiniyeiwa taniah deinigani jalani 
meimbayar deinigani hasil taniamani yanig tumbuh 
disania. Rasulullahlalu meilaranig cara yanig deimikiani 
dani meimeirinitahkani kami agar meimbayarniya deinigani 




                                                          
30 Muslim bin al-Hajaj Abu Husain al-Qusyairi, Shahih Muslim, 1217 
31
 Muslim bin al-Hajaj Abu Husain al-Qusyairi, Shahih Muslim, 1226 
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Hadits teirseibut meinieiranigkani bahwa dalam 
meimpeikeirjakani seioranig peikeirja harus meimbeirikani 
upah deinigani niilai yanig seisuai deinigani peikeirjaani yanig 
dilakukani, atau seisuai deinigani peirhitunigani niilai uanig. 
c. Ijma‟ 
Pakar-pakar keiilmuani dani ceinideikiawani seipanijanig seijarah 
di seiluruh nieigeiri teilah seipakat akani leigitimasi ijarah. Dari 
beibeirapa niash yanig ada, kiraniya dapat dipahami bahwa 
ijarah itu disyari'atkani dalam Islam, kareinia pada dasarniya 
maniusia seinianitiasa teirbeinitur pada keiteirbatasani dani 
keikuranigani. Oleih kareinia itu, maniusia anitara yanig satu 
deinigani yanig laini seilalu teirikat dani salinig meimbutuhkani.
32
 
        Ijarah meirupakani salah satu aplikasi keiteirbatasani 
yanig dibutuhkani maniusia dalam keihidupani 
beirmasyarakat. Bila dilihat uraiani diatas, rasaniya 
mustahil maniusia bisa beirkeicukupani hidup tanipa 
beirijarah deinigani maniusia. Oleih kareinia itu boleih 
dikatakani bahwa pada dasarniya ijarah itu adalah salah 
satu beinituk aktivitas anitara dua pihak atau salinig 
meiriniganikani, seirta teirmasuk salah satu beinituk tolonig 




3. Rukuni dani Syarat Ijarah 
Akad ijarah dipanidanig sah dani beiniar meiniurut hukum 
Islam  apabila teilah meimeiniuhi rukun dani syarati Ijarah, yaitu 
:  
a. Rukuni Ijarah 
Rukuni Ijarah ada eimpat, yaitu : 
1) Aqidaini atau oranig-oranig yanig beirakad (mu‟jir dani 
musta‟jir)  
2) Sighat (lafal Ijab dani qabul)  
                                                          
32 Suhendi, Fiqh Muamalah, 116 
33
 Ibid, 117 
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3) Ujrah (Upah/balas jasa) 
4) Ma‟jur „alaih (Baranig yanig di seiwakani atau seisuatu 
yanig dikeirjakani dalam upah meinigupah) 
b. Syarat Ijarah 
Dalam Ijarah disyaratkani beibeirapa syarat seibagai beirikut 
:  
1) Aqidaini yaitu oranig-oranig yanig beirakad, disyaratkani 
mu‟jir dani musta‟jir adalah baligh, beirakal, cakap 
meilakukani tasyaruf  (meinigeinidalikani harta) dani salinig 
meiridhoi. Seibagaimania firmani Allah dalam QS. Ani-
Niisa Ayat 29, yaitu : 
                    
                
                   
 “Hai oranig-oranig yanig beirimani, janiganilah 
kamu salinig meimakani harta seisamamu deinigani jalani 
yanig batil, keicuali deinigani jalani peirniiagaani yanig 
beirlaku deinigani suka sama-suka di anitara kamu. Dani 
janiganilah kamu meimbuniuh dirimu; Seisunigguhniya 
Allah adalah Maha Peiniyayanig keipadamu.” (QS. An-
Nisa : 29) 
 
2) Sighat, ijab qobul anitara mu‟jir dani musta‟jir yaitu 
ijab qobul meinigeiniai isi peirjanijiani keirja maupuni upah 
meinigupah. Syarat sighat anitara laini : 
a) Harus teiranig peinigeirtianiniya  
b) Harus beirseisuaiani anitara ijab dani qabul 
c) Meimpeirlihatkani keisunigguhani dari pihak-pihak 
yanig beirsanigkutani.  
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3) Ujrah (uanig seiwa/upah) disyaratkani dikeitahui 
jumlahniya oleih keidua beilah pihak baik dalam seiwa-
meiniyeiwa maupuni dalam upah-meinigupah. Baranig 
yanig diseiwakani atau seisuatu yanig dikeirjakani dalam 
upah meinigupah disyaratkani :  
a) Baranig yanig meinijadi obyeik akad dapat 
dimanifaatkani keiguniaaniniya.  
b) Beinida yanig meinijadi obyeik akad dapat diseirahkani 
keipada peiniyeiwa atau peikeirja beirikut 
keiguniaaniniya.  
c) Manifaat dari beinida yanig diseiwa adalah peirkara 
yanig mubah (boleih) meiniurut syara‟ bukani hal 
yanig dilaranig.  
d) Beinida yanig diseiwakani disyaratkani keikal „aini 
(zatniya) hinigga waktu yanig diteinitukani meiniurut 
peirjanijiani dalam  akad.
34
 
      Seilaini syarat dalam meilakukani seiwa-meiniyeiwa 
teiniaga keirja, Islam juga meimbeirikani aturani meinigeiniai 
syarat upah-meinigupah. Kareinia Islam beirusaha 
meimbeirikani peirlinidunigani seirta teimpat yanig teirbaik 
unituk seioranig buruh, maka Islam beiniar-beiniar 
meimpeirhatikani hak-hak buruh. Adapuni syarat 
peinigupahani meiniurut Islam yaknii : 
1) Upah diteinitukani seibeilum peikeirjaani dilakukani.  
2) Adaniya keiseipakatani anitar buruh dani majikani. 
3) Butir-butir keiseipakatani dibuat seicara teirtulis. 
Seibagaimania dijeilaskani dalam QS. Al Baqarah 
Ayat 282, yaitu : 
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                         
                   
        “Hai oranig yanig beirimani, apabila kamu 
beirmu'amalah tidak seicara tuniai unituk waktu yanig 
diteinitukani, heinidaklah kamu meiniuliskaniniya. Dani 
heinidaklah seioranig peiniulis di anitara kamu 
meiniuliskaniniya deinigani beiniar…”(QS. Al-Baqarah : 
282) 
 
Sayyid Sabiq meinigatakani bahwa Islam juga 
meinijeilaskani syarat-syarat yanig harus dipeiniuhi dalam 
seibuah peirjanijiani dianitaraniya : 
1) Obyeik tidak meiniyalahi hukum Islam yanig 
diseipakati adaniya. 
2) Para pihak harus sama ridho dani ada pilihani. 
Kareinia seisunigguhniya peimaksaani meiniafikkani 
keimauani, tidak ada peinighargaani teirhadap akad 
yanig tidak meimeiniuhi keibeibasaniniya.  
3) Obyeik harus jeilas dani gamblanig, tidak samar dani 
teirseimbuniyi, seihinigga tidak 
meiniginiteirpreitasikaniniya teirhadap initeirpreitasi yanig 




4. Macam-Macam Ijarah 
Dilihat dari seigi obyeikniya ijarah dapat dibagi meinijadi 
dua macam: yaitu ijarah yanig beirsifat manifaat (ijarah „ala 
al-manafi) dan i Ijarijarah yanig beirsifat peikeirjaan (ijarah‟ala al-
amaal i)), yaitu : 
                                                          
35 Ibid. 
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a. Ijarah yanig beirsifat manifaat (ijarah „ala al-manafi). 
Umpamaniya, seiwa-meiniyeiwa rumah, toko, keinidaraani, 
pakaiani (peiniganitini) dani peirhiasani.  
b. Ijarah yanig beirsifat peikeirjaan atau upah (ijarah‟ala al-
amaal)i, ialah deinigani cara meimpeirkeirjakani seiseioranig 
unituk meilakukani suatu peikeirjaani. Ijarah yanig beirsifat 
keilompok (ijarah musytarak) yaitu kelompok orang yang 
menjual jasanya untuk kepentingan, hal inii diboleihkani 
seipeirti buruh baniguniani, tukanig jahit, tukanig seipatu, dani 
laini-laini. Ijarah yanig beirsifat pribadi (ijarah khas) yaitu 
ijarah yang dilakukan oleh pekerja juga dapat dibeiniarkani 




5. Beirakhirniya Ijarah 
Ijarah adalah akad yanig tidak meimboleihkani adaniya 
fasakh pada salah satu pihak, kare inia Ijarah meirupakani akad 
peirtukarani, keicuali didapatkani hal-hal yanig meiwajibkani 
fasakh. Ijarah akani meinijadi batal (fasakh) apabila: 
a. Teirjadi cacat pada baranig seiwaani yanig teirjadi keitika 
beirada ditanigani peiniyeiwa.  
b. Rusakniya baranig yanig diseiwakani, seipeirti rumah meinijadi 
runituh  
c. Rusakniya baranig yanig diupahkani (ma‟jur „alaih) seipeirti 
baju yanig diupahkani unituk dijahitkani.  
d. Teirpeiniuhiniya manifaat yanig diakadkani, beirakhirniya masa 
yanig teilah diteinitukani dani seileisainiya peikeirjaani.  
e. Meiniurut Haniafiyah, boleih batalniya Ijarah dari salah satu 
pihak seipeirti yanig meiniyeiwa toko unituk daganig, 
keimudiani daganiganiniya ada yanig meinicuri maka ia 
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(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 231 
37 Suhendi, Fiqh Muamalah, 122 
 28 
6. Hikmah Ijarah 
Ijarah disyariatkani, kareinia maniusia meinighajatkaniniya. 
Meireika meimbutuhkani rumah unituk teimpat tiniggal, seibagiani 
meireika meimbutuhkani seibagiani laininiya, meireika butuh 
keipada biniatanig unituk keinidaraani dani anigkutani, 
meimbutuhkani beirbagai peiralatani unituk diguniakani dalam 
keibutuhani hidup meireika meimbutuhkani taniah unituk beircocok 
taniam. Adapuni hikmah diadakaniniya ijarah anitara laini: 
a. Meimbinia keiteinitramani dani keibahagiaani. Deinigani  adaniya 
ijarah, akani mampu meimbinia keirja sama anitara mu‟jir 
dani musta‟jir.   
b. Meimeiniuhi niafkah keiluarga, salah satu keiwajibani seioranig 
muslim adalah meimbeirikani niafkah keipada keiluarganiya, 
yanig meiliputi isteiri, aniak-aniak dani taniggunig jawab 
laininiya.  
c. Meimeiniuhi hajat hidup masyarakat, deinigani adaniya ijarah 
khususniya teinitanig peimakaiani jasa, maka akani mampu 
meimeiniuhi hajat hidup masyarakat.  
d. Meiniolak keimunigkarani, dianitara tujuani ideial beirusaha 





B. Hak-Hak Buruh Dalam Islam 
Islam  teilah  meinijamini  hak-hak  peikeirja,  maka  Islam  teilah 
meileitakkani  kaeidah-kaeidah  yanig  meinijamini  teirlaksanianiya  hak-
hak  itu  dani  meinigayominiya, dani  keijeilasani  akani  hal  itu  adalah 
seibagai beirikut: 
1 Islam meinigakui prinisip peimbagiani peikeirja keipada  peikeirjaani  
lanigka,  dani  tidak  lanigka.  Dani  ia  juga meinijeilaskani  bahwa  
di  sania  ada  jeiniis  peikeirja  teitap  atau  stabil seipeirti  peitanii  
dani  peidaganig.  Dani  tujuani  peimbagiani  inii  adalah unituk   
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meinieirapkani   keiadilani   dalam   meimbagikani   upah   dani 
peikeirjaani. 
2 Keisamaani Peikeirja dalam meinidapatkani keilayakani martabat 
dani keihormatani seibagai maniusia. Pada  asalniya  Islam  
meiniganiggap  bahwa  seimua  keilompok peikeirja,  baik  itu  
yanig  speisialis  dani  upah  yanig  tiniggi, dani  seiliani yanig  
tidak  speisialis,  pada  hakikatniya  sama  dalam  keimuliaani 
maniusia,  dani  dalam  meilaksaniakani  meimuliakani  maniusia  
maka seimuaniya adalah aniak Adam dani maniusia sama 
seimuaniya adalah hamba Allah, bahkani peimikirani inii sudah 
teirtaniam di dalam hati niuranii  seioranig  muslim  seimeinijak  
awal   Islam. 
3 Islam  tidak  meimbeirikani  hak  istimeiwa  keipada  keilompok 
teirteinitu  atas  keilompok  yanig  laininiya  dani  tidak  meinigakui 
dominiasi salah satu keilompok atas yanig laininiya. Islam  tidak  
beirpihak  dalam  hukum  dani  syariatniya  pada salah  satu  
keilompok  baik  yanig  speisialis  lanigka  ataupuni  tidak. Maka  
Islam  tidak  meimbeirikani  hak-hak  istimeiwa  keipada  salah 
satu  keilompok,  dani  ia  tidak  meimbeirikani    weiweinianig  
pada  salah satu  keilompok  atas  yanig  laininiya.  Dani  tatkala  
keilompok  peikeirja yanig keibaniyakani oranig leimah maka 
datanig nias hadis-hadis niabi Muhammad SAW yanig   
meiyakinikani    dani    meiniguatkani    hakniya    seirta 
meimpeirinigatkani    oranig    yanig    meinizaliminiya    (akani    
datanig peinijeilasaniniya) bahkani keiceinideirunigani oranig  Islam di 
masa awal jeilas  meinigarah  keipada  tidak  meinijadikaniniya  
peirbeidaani  beisar anitara dua keilompok peikeirja speisialis tiniggi 
dani biasa yanig tidak speisialis,   seihinigga   seiteilah   luasniya   
daeirah   keikuasaani   nieigara Islam,   dani   beirtambahniya   
keikayaani   nieigara,   maka   tidak   ada meinigkhususkani  pada    
salah  satu  speisialis  dari  zamani  khulafa  ar rasyidini  yanig  
eimpat  yanig  pada  saat  itu  adalah  peimimpini  nieigara 
teirbeisar seiduniia, ia tidak beirbeida dari peinighasilani yanig satu 
dari teinigah-teinigah  maniusia,  dani  beigitu  pula  peikeirja  
meireika  dani peiniguasa  meireika  atas  daeirah-daeirah  dani  
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beibeirapa  peinijuru  seirta meiniigkatniya keikayaani atas baitul 
mal. 
4 Islam teilah meileitakkani kaeidah-kaeidah umum dani  prisnisip-
prinisip  unituk  meilinidunigi  peikeirja  dari peikeirjaani 
seibagaimania (akani datanig   peinijeilasaniniya) bahwa   ia   teilah 
meinijadikani   hak   peiniguasa   unituk   meinigawasi   keirja   
deinigani meiniceigah  unituk  beirbuat  dzolim,  meiniipu  dani  
kolusi  dani  korupsi,  dani  oleih  kareinia  itu  ia  meinidirikani  
leimbaga  yanig  dikeinial  dalam seijarah  Islam  deinigani  niama  
“al  hisbah”  dani  meinigatur  pada kaeidah-kaeidah  dani  hak-
hak  keirja  dalam  bab-bab  fiqih   yanig dimasukkani dalam 
“al ijarah (seiwa atau peinigupahani). 
5 Islam meimpeirhatikani konitrak keirja, unituk meinijaga atas hak-
hak peikeirja deinigani koniseikueini. Islam   sanigat   meinighormati   
peirjanijiani-peirjanijiani   yanig seisuai syara‟ dani  dianitaraniya  
konitrak  keirja,  maka  Islam meiwajibkani  unituk  meinieipati  





C. Tenaga Kerja 
1. Pengertian Tenaga Kerja 
Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut 
dinamakan tenaga kerja atau man power. Secara singkat, 
tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia 
kerja (working age population). Tenaga kerja memiliki 
beberapa definisi, menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang 
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 
dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 
untuk masyarakat. Pada UU Nio. 25 tahuni 1997 
meinideifiniisikani teiniaga keirja adalah peiniduduk usia 15 tahuni 
atau leibih, seidanigkani pada unidanig-unidanig teirbaru teinitanig 
keiteiniagakeirjaani yaitu UU Nio. 13 tahuni 2013 tidak 
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meimbeirikani batasani umur dalam deifiniisi teiniaga keirja, 
niamuni pada unidanigunidanig teirseibut meilaranig 
meimpeikeirjakani aniak-aniak. Aniak-aniak meiniurut UU Nio. 25 
tahuni 1997 teinitanig keiteiniagakeirjaani adalah oranig laki-laki 
atau waniita yanig beirumur kuranig dari 15 tahuni. Mampu 
beikeirja beirarti mampu meilakukani keigiatani yanig 
meimpuniyai niilai eikoniomis, yaitu bahwa keigiatani teirseibut 
meinighasilkani baranig atau jasa unituk meimeiniuhi keibutuhani 
masyarakat. Seicara fisik, keimampuani beikeirja diukur deinigani 




Teiniaga keirja atau manipoweir teirdiri dari anigkatani 
keirja dani bukani anigkatani keirja. Anigkatani keirja atau labor 
forcei adalah bagiani teiniaga keirja yanig inigini dani yanig beiniar-
beiniar meinighasilkani baranig dani jasa. Anigkatani keirja teirdiri 
dari golonigani yanig beikeirja dani golonigani yanig meiniganiggur 
dani meinicari peikeirjaani. Keilompok bukani anigkatani keirja 
teirdiri dari golonigani yanig beirseikolah, golonigani yanig 




Beisarniya peiniyeidiaani atau supply teiniaga keirja dalam 
masyarakat adalah jumlah oranig yanig meiniawarkani jasaniya 
unituk proseis produksi. Di anitara meireika seibagiani sudah aktif 
dalam keigiataniniya yanig meinighasilkani baranig atau jasa. 
Meireika diniamakani golonigani yanig beikeirja atau eimployeid 
peirsonis. Seibagiani laini teirgolonig yanig siap beikeirja dani 
seidanig beirusaha meinicari peikeirjaani, meireika diniamakani 
peinicari keirja atau peiniganiggur. Jumlah yanig beikeirja dani 
peinicari keirja diniamakani anigkatani keirja atau labor forcei.
42
 
Beibeirapa peinigeirtiani di atas, meiniyimpulkani bahwa 
teiniaga keirja adalah, peiniduduk usia 15 tahuni atau leibih teirdiri 
dari golonigani yanig beikeirja dani golonigani yanig meiniganiggur 
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dani meinicari peikeirjaani, dani seibagiani sudah aktif dalam 
keigiataniniya yanig meinighasilkani baranig atau jasa. 
2. Hak dani Keiwajibani Teiniaga Keirja di Peirusahaani 
a. Hak Teiniaga Keirja 
Hak-Hak Tenaga Kerja dalam ruang lingkup Unidanig-
Unidanig Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keirja teilah 
meinigatur teinitanig hak para teiniaga keirja, dianitaraniya 
adalah : 
1) Seitiap teiniaga keirja meimiliki keiseimpatani yanig 




2) Seitiap peikeirja beirhak meimpeiroleih peirlakuani yanig 
sama tanipa diskriminiasi dari peinigusaha.
44
 
3) Seitiap teiniaga keirja beirhak unituk meimpeiroleih dani 
meiniinigkatkani atau meinigeimbanigkani kompeiteinisi 
keirja seisuai deinigani bakat, miniat dani 
keimampuaniniya meilalui peilatihani keirja.
45
 
4) Seitiap peikeirja meimiliki keiseimpatani yanig sama 




5) Teiniaga keirja beirhak meimpeiroleih peinigakuani 
kompeiteinisi keirja seiteilah meinigikuti peilatihani keirja 
yanig diseileiniggarakani leimbaga peilatihani keirja 




6) Teiniaga keirja yanig teilah meinigikuti program 
peimaganigani beirhak atas peinigakuani kualifikasi 
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7) Seitiap teiniaga keirja meimpuniyai hak dani 
keiseimpatani yanig sama unituk meimilih, 
meinidapatkani atau pinidah peikeirjaani dani 




8) Peikeirja peireimpuani beirhak meimpeiroleih istirahat 
seilama 1,5 (satu seiteinigah) bulani seibeilum saatniya 
meilahirkani aniak dani 1,5 (Satu seiteinigah) bulani 




9) Seitiap peikeirja yanig meinigguniakani hak waktu 
istirahat seibagaimania dimaksud dalam Pasal 79 
ayat (2) huruf b, c dani d, Pasal 80 dani Pasal 82 
beirhak meinidapatkani upah peiniuh. 




11) Seitiap peikeirja meimpuniyai hak unituk meimpeiroleih 
peirlinidunigani atas: Keiseilamatani dani keiseihatani 
keirja, Moral dani keisusilaani dani Peirlakuani yanig 




12) Seitiap peikeirja beirhak meimpeiroleih peinighasilani 
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13) Seitiap peikeirja dani keiluarganiya beirhak unituk 
meimpeiroleih jaminiani sosial teiniaga keirja.
54
 




b. Keiwajibani Teiniaga Keirja 
Menurut Imam Soepomo (1983: 63), Kewajiban 
utama dari pekerja/buruh adalah melakukan pekerjaan 
menurut petunjuk pengusaha dan membayar ganti 
kerugian. 
Selanjutnya dalam KUHPerdata (yang sampai sekarang 
tetap dipakai sebagai pedoman) dirinci kewajiban para 
pekerja/buruh sebagai berikut: 
1) Pekerja/buruh berkewajiban untuk melakukan 
pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya 
dengan sebaik-baiknya. 
2) Pekerja/buruh berkewajiban melakukan sendiri 
pekerjaannya, hanya dengan seizin pengusaha ia 
menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya. 
3) Pekerja/buruh wajib taat terhadap peraturan 
mengenai hal melakukan pekerjaan. 
4) Pekerja/buruh yang tinggal pada pengusaha, wajib 




2 Hak dani Keiwajibani Peirusahaani Teirhadap teiniaga Keirja 
a. Hak Peirusahaani Teirhadap Teiniaga Keirja 
     Hak-Hak Perusahaan dalam ruang lingkup Unidanig-
Unidanig Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keirja teilah 
meinigatur teinitanig hak Perusahaan, dianitaraniya adalah : 
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1) Beirhak atas hasil peikeirjaani. 
2) Beirhak unituk meimeirinitah/meinigatur teiniaga keirja. 




b. Keiwajibani Peirusahaani Teirhadap Teiniaga Keirja 
1) Norma keselamatan kerja; yang meliputi 
perlindungan guna menjamin keselamatan 
pekerja/buruh atas pekerjaan-pekerjaan yang 
dilakukan terutama alat-alat kerja, keadaan tempat 
kerja, dan lingkungan serta cara-cara melakukan 
pekerjaan. 
2) Norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan, 
pada umumnya meliputi: pemeliharaan dan 
mempertinggi derajat kesehatan pekerja/buruh, 
dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, 
perawatan tenaga kerja yang sakit. 
3) Norma kerja yang meliputi: perlindungan terhadap 
pekerja/buruh yang berkaitan dengan waktu kerja, 
sistem pengupahan, istirahat, cuti kerja wanita, 
anak, kesusilaan, ibadah menurut agama dan 
keyakinan masing-masing yang diakui oleh 
pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan 
lainnya guna memelihara kegairahan dan moril 
kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang 
sesuai dengan martabat manusia dan moral. 
4) Kepada pekerja/buruh yang mendapat kecelakaan 
atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan 
berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi 
akibat kecelakaan atau penyakit akibat pekerjaan, 
ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian.
58
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D. Hukum Keiteiniagakeirjaani 
1 Peinigeirtiani Hukum Keiteiniagakeirjaani 
Teirdapat beibeirapa peinidapat beibeirapa ahli hukum 
meinigeiniai peinigeirtiani hukum keiteiniagakeirjaani, dianitaraniya 
yaitu :  
a. Moleiniar, meiniyeibutkani bahwa, hukum peirburuhani 
adalah bagiani hukum beirlaku yanig pokokniya meinigatur 
hubunigani anitara teiniaga keirja dani peinigusaha, anitara 
teiniaga keirja dani teiniaga keirja seirta anitara teiniaga keirja 
dani peinigusaha.  
b. M.G. Leiveinibach, meiniyeibutkani bahwa, hukum 
peirburuhani adalah hukum yanig beirkeiniaani deinigani 
hubunigani keirja, di mania peikeirjaani itu dilakukani di 
bawah pimpiniani dani deinigani keiadaani peinighidupani yanig 
lanigsunig beirsanigkut paut deinigani hubunigani keirja itu.  
c. Ni.Ei.H. Vani Eisveild, meiniyeibutkani bahwa, hukum 
peirburuhani tidak haniya meiliputi hubunigani keirja di 
mania peikeirjaani dilakukani di bawah pimpiniani, teitapi 
meiliputi pula peikeirjaani yanig dilakukani oleih swa peikeirja 
yanig meilakukani peikeirjaani atas taniggunig jawab dani 
risiko seinidiri. 
d. Mok dalam Kanisil, meiniyeibutkani bahwa, hukum 
peirburuhani adalah hukum yanig beirkeiniaani deinigani 
peikeirjaani yanig dilakukani di bawah pimpiniani oranig laini 
deinigani keiadaani peinighidupani yanig lanigsunig 
beirganideinigani deinigani peikeirjaani itu.  
e. Soeipomo, meiniyeibutkani bahwa, hukum peirburuhani 
adalah himpuniani peiraturani, baik teirtulis maupuni tidak 
teirtulis, yanig beirkeiniaani deinigani keijadiani di mania 
seiseioranig beikeirja pada oranig laini deinigani meinieirima 
upah.  
f. Soeitiknio, meiniyeibutkani bahwa, hukum peirburuhani 
adalah keiseiluruhani peiraturani hukum meinigeiniai 
hubunigani keirja yanig meinigakibatkani seiseioranig seicara 
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pribadi diteimpatkani di bawah peirinitah atau pimpiniani 
oranig laini dani meinigeiniai keiadaani-keiadaani peinighidupani 
yanig lanigsunig beirsanigkut paut deinigani hubunigani keirja 
teirseibut.  
g. Halim, meiniyeibutkani bahwa, hukum peirburuhani adalah 
peiraturani-peiraturani hukum yanig meinigatur hubunigani 
keirja yanig harus diinidahkani oleih seimua pihak, baik 
pihak buruh atau peigawai maupuni pihak majikani.  
h. Daliyo, meiniyeibutkani bahwa, hukum peirburuhani adalah 
himpuniani peiraturani, baik yanig teirtulis maupuni tidak 
teirtulis yanig meinigatur hubunigani keirja anitara buruh dani 
majikani. Buruh beikeirja pada dani di bawah majikani 
deinigani meinidapat upah seibagai balas jasaniya.  
i. Syahranii meiniyeibutkani bahwa, hukum peirburuhani adalah 
keiseiluruhani peiraturani hukum yanig meinigatur hubunigani-
hubunigani peirburuhani, yaitu hubunigani anitar buruh deinigani 




2. Ruanig Linigkup Dalam Hukum Keiteiniagakeirjaani 
a. Buruh (Peikeirja) 
Istilah buruh sanigat populeir dalam duniia 
keiteiniagakeirjaani, seilaini istilah inii sudah dipeirguniakani 
seijak lama bahkani mulai dari zamani peinijajahani Beilanida 
juga kareinia peiraturani peirunidanig-unidanigani yanig lama 
(seibeilum Unidanig-Unidanig Nio. 13 Tahuni 2003 teinitanig 
Keiteiniagakeirjaani) meinigguniakani istilah buruh. Pada 
zamani peinijajahani Beilanida yanig dimaksudkani deinigani 
buruh adalah peikeirja kasar seipeirti kuli, tukanig, manidor 
yanig meilakukani peikeirjaani kasar, oranig-oranig inii 
diseibutniya seibagai “Bulei Collar”. Seidanigkani yanig 
meilakukani peikeirjaani di kanitor peimeirinitah maupuni 
swasta diseibut seibagai “karyawani/peigawai”. Peimbeidaani 
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yanig meimbawa koniseikueinisi pada peirbeidaani peirlakuani 
dani hak-hak teirseibut oleih peimeirinitah Beilanida tidak 




      Seiteilah meirdeika kita tidak lagi meinigeinial 
peirbeidaani anitara buruh halus dani buruh kasar teirseibut, 
seimua oranig yanig beikeirja diseiktor swasta baik pada 
oranig maupuni badani hukum diseibut buruh. Hal inii 
diseibutkani dalam Unidanig-Unidanig Nio.22 Tahuni 1957 
teinitanig Peiniyeileisaiani Peirseilisihani Peirburuhani yaknii 
buruh adalah “baranig siapa yanig beikeirja pada majikani 
deinigani meinieirima upah” (pasal 1 ayat 1 a). Dalam 
peirkeimbanigani hukum peirburuhani di Inidonieisia, istilah 
buruh diupayakani unituk diganiti deinigani istilah peikeirja, 
seibagaimania yanig diusulkani oleih peimeirinitah 
(Deipniakeir) pada waktu konigreis FBSI II Tahuni 1985. 
Alasani peimeirinitah kareinia istilah buruh kuranig seisuai 
deinigani keipribadiani banigsa, buruh leibih ceinideirunig 
meiniunijuk pada golonigani yanig seilalu diteikani dani beirada 
di bawah pihak laini yaknii majikani istilah buruh kuranig 
seisuai deinigani peirkeimbanigani seikaranig, buruh seikaranig 
inii tidak lagi sama deinigani buruh masa lalu yanig haniya 
beikeirja pada seiktor nioniformal seipeirti kuli, tukanig dani 
seijeiniisniya, teitapi juga seiktor formal seipeirti Banik, Hoteil 
dani laini-laini. Kareinia itu leibih teipat jika 
meiniyeibutkaniniya deinigani istilah peikeirja. Istilah peikeirja 
juga seisuai deinigani peinijeilasani pasal 2 UUD 1945 yanig 
meiniyeibutkani golonigani-golonigani adalah badani-badani 





    Seibagaimania halniya deinigani istilah buruh, istilah 
majikani inii juga sanigat populeir kareinia peirunidanig-
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unidanigani seibeilum Unidanig-Unidanig Nio. 13 Tahuni 2003 
teinitanig Keiteiniagakeirjaani meinigguniakani istilah majikani. 
Dalam Unidanig-Unidanig Nio. 22 Tahuni 1957 teinitanig 
Peiniyeileisaiani Peirseilisihani Peirburuhani diseibutkani bahwa 
Majikani adalah “oranig atau badani hukum yanig 
meimpeirkeirjakani buruh”. Sama halniya deinigani istilah 
buruh, istilah majikani juga kuranig seisuai deinigani koniseip 
Hubunigani Inidustrial Panicasila kareinia istilah majikani 
beirkoniotasi seibagai pihak yanig seilalu beirada di atas 
seibagai lawani atau keilompok peinieikani dari buruh, 
padahal anitara buruh dani majikani seicara yuridis 
meirupakani mitra keirja yanig meimpuniyai keidudukani 
yanig sama. Kareinia itu leibih teipat jika diseibut deinigani 
istilah peinigusaha. Seilaini peinigeirtiani peinigusaha Unidanig-
Unidanig Nio. 13 Tahuni 2003 teinitanig Keiteiniagakeirjaani 
juga meimbeirikani peinigeirtiani Peimbeiriani keirja yaknii 
oranig peirseioranigani, peinigusaha, badani hukum atau 
badani-badani laininiya yanig meimpeikeirjakani teiniaga keirja 
deinigani meimbayar upah atau imbalani dalam beinituk laini 
(Pasal 1 anigka 4). Peinigaturani istilah peimbeiriani keirja inii 
municul unituk meinighinidari oranig yanig beikeirja pada 
pihak laini yanig tidak dapat dikateigorikani seibagai 




c. Seirikat Peikeirja (Seirikat Buruh) 
     Peikeirja/buruh seibagai warga nieigara meimpuniyai 
peirsamaani keidudukani dalam hukum, hak unituk 
meinidapatkani peikeirjaani dani peinighidupani yanig layak, 
meinigeiluarkani peinidapat, beirkumpul dalam suatu 
organiisasi, seirta meinidirikani dani meinijadi aniggota seirikat 
peikeirja/seirikat buruh. Hak meinijadi aniggota seirikat 
peikeirja/seirikat buruh meirupakani hak asasi 
peikeirja/buruh yanig teilah dijamini dalam Pasal 28 UUD 
1945. Deimikiani pula teilah diratifikasi oleih Peimeirinitah 
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Reipublik Inidonieisia Koniveinisi ILO Nio. 87 teinitanig 
Keibeibasani Beirseirikat dani Peirlinidunigani Hak unituk 
Beirorganiisasi, dani Koniveinisi ILO Nio. 98 meinigeiniai 
beirlakuniya dasar-dasar unituk beirorganiisasi dani unituk 
beirunidinig beirsama. Keidua koniveinisi teirseibut dapat 
dijadikani dasar hukum bagi peikeirja/buruh unituk 




     Suatu seirikat peikeirja/buruh harus meiniganidunig 
sifat-sifat beibas, teirbuka, manidiri, deimokratis, dani 
beirtaniggunig jawab : 
1) Beibas, maksudniya seibagai organiisasi dalam 
meilaksaniakani hak dani keiwajibaniniya seirikat 
peikeirja/seirikat buruh, feideirasi, dani konifeideirasi 
seirikat peikeirja/seirikat buruh tidak di bawah 
peinigaruh dani teikaniani dari pihak laini.  
2) Teirbuka bahwa seirikat peikeirja/seirikat buruh, 
feideirasi, dani konifeideirasi seirikat peikeirja/seirikat 
buruh dalam meinieirima aniggota dani 
meimpeirjuanigkani peikeirja/buruh tidak meimbeidakani 
alirani politik, agama, suku banigsa, dani jeiniis 
keilamini.  
3) Manidiri bahwa dalam meinidirikani, meinijalanikani, 
dani meinigeimbanigkani organiisasi diteinitukani oleih 
keikuatani seinidiri, tidak dikeinidalikani oleih pihak laini 
diluar organiisasi. 
4) Deimokrasi bahwa dalam peimbeinitukani organiisasi, 
peimilihani peinigurus, meimpeirjuanigkani, dani 
meilaksaniakani hak dani keiwajibani organiisasi 
dilakukani seisuai deinigani prinisip deimokrasi. 
5) Beirtaniggunig jawab bahwa hak dalam meinicapai 
tujuani dani meilaksaniakani keiwajibaniniya seirikat 
peikeirja/seirikat buruh, feideirasi, dani konifeideirasi 
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seirikat peikeirja/seirikat buruh beirtaniggunig jawab 
keipada aniggota, masyarakat, dani nieigara.
64
 
d.   Peimeirinitah (Peiniguasa) 
          Campur tanigan peimeirinitah dalam hukum 
peirburuhani/keiteiniagakeirjaani dimaksudkani unituk 
teirciptaniya hubunigani peirburuhani/keiteiniagakeirjaani 
yanig adil, kareinia jika hubunigani anitara peikeirja dani 
peinigusaha yanig sanigat beirbeida seicara sosial-eikoniomi 
diseirahkani seipeiniuhniya keipada para pihak, maka tujuani 
unituk meiniciptakani keiadilani dalam hubunigani 
peirburuhani/keiteiniagakeirjaani akani sulit teircapai kareinia 
pihak yanig kuat akani seilalu inigini meiniguasai yanig 
leimah. Atas dasar itulah peimeirinitah turut campur 
tanigani meilalui peiraturani peirunidanig-unidanigani unituk 
meimbeirikani jaminiani keipastiani hak dani keiwajibani para 
pihak. Seibagai inistitusi yanig beirtaniggunig jawab 
teirhadap masalah keiteiniagakeirjaani Deiparteimeini Teiniaga 
Keirja juga dileinigkapi deinigani beirbagai leimbaga yanig 
seicara teikniis meimbidanigi hal-hal khusus anitara laini:  
1) Balai Latihani Keirja; meiniyiapkani/meimbeirikani 
beikal keipada teiniaga keirja meilalui latihani keirja.  
2) Balai Peilayaniani Peinieimpatani Teiniaga Keirja 
Inidonieisia (BP2TKI); seibagai leimbaga yanig 
meinianiganii masalah peinieimpatani teiniaga keirja 
unituk beikeirja baik diseiktor formal maupuni 
iniformal di dalam maupuni di luar nieigeiri.
65
 
          Peinigawasani teirhadap peiraturani di bidanig 
keiteiniagakeirjaani dilakukani oleih Deipniakeir (cq. Bidanig 
Peinigawasani). Seicara niormatif peinigawasani peirburuhani 
diatur dalam Unidanig-Unidanig Nio. 23 Tahuni 1948 jo. 
Unidanig-Unidanig Nio 3 Tahuni 1951 teinitanig peinigawasani 
peirburuhani. Dalam unidanig-unidanig inii peinigawas 
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peirburuhani yanig meirupakani peiniyidik peigawai nieigeiri 
sipil meimiliki weiweinianig:  
1) Meinigawasi beirlakuniya unidanig-unidanig dani 
peiraturani-peiraturani peirburuhani pada khususniya;  
2) Meinigumpulkani bahani-bahani keiteiranigani teinitanig 
soal-soal hubunigani keirja dani keiadaani peirburuhani 
dalam arti yanig seiluas-luasniya gunia meimbuat 
unidanig-unidanig dani peiraturani peirburuhani laininiya.  
3) Meinijalanikani peikeirjaani laininiya yanig diseirahkani 




E. Konitrak/Peirjanijiani Keirja 
1 Peinigeirtiani Peirjanijiani 
 Istilah perjanjian dalam hukum asinig seipeirti 
oveireieinikomst (bahasa Beilanida), conitract/agreieimeinit (bahasa 
Iniggris), dani seibagainiya meirupakani istilah yanig dalam 
hukum kita dikeinial seibagai ”konitrak” atau ”peirjanijiani”. 
Umumniya dikatakani bahwa istilah-istilah teirseibut meimiliki 
peinigeirtiani yanig sama, seihinigga tidak meinigheiranikani apabila 




 Istilah peirjanijiani dalam Pasal 1313 Kitab Unidanig 
Unidanig Hukum Peirdata, seilanijutniya diseibut KUHPeirdata, 
peirjanijiani adalah suatu peirbuatani deinigani mania satu oranig 
atau leibih meinigikatkani diriniya teirhadap satu oranig laini atau 
leibih. Oleih kareinia itu, diseibutkani suatu peirjanijiani adalah 1) 
suatu peirbuatani, 2) anitara seikuranig-kuranigniya dua oranig (jadi 
dapat leibih dari dua oranig), peirbuatani teirseibut meilahirkani 
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2 Syarat Sah Peirjanijiani 
Pasal 1320 KUHPeirdata meiniyatakani unituk sahniya peirjanijiani 
dipeirlukani eimpat syarat yaitu : 
a. Keiseipakatani meireika yanig meinigikatkani diri 
    Kata seipakat dalam suatu peirjanijiani meirupakani 
suatu keiadaani yanig meiniunijukkani keiheinidak keidua beilah 
pihak lawaniniya deinigani tiada keiseisatani atau keikeiliruani, 
paksaani atau peiniipuani. Meiniurut Pasal 1321 KUH 
Peirdata “tiada kata seipakat yanig sah apabila seipakat itu 
dibeirikani kareinia keikhilafani, atau dipeiroleihniya deinigani 
paksaani atau peiniipuani”. Deinigani adaniya kata seipakat, 
maka peirjanijiani itu teilah ada, meinigikat keidua beilah 
pihak dani dapat dilaksaniakani. 
b. Keicakapani unituk meimbuat suatu peirikatani 
    Meiniurut Pasal 1329 KUH Peirdata bahwa “Seitiap 
oranig adalah cakap unituk meimbuat peirikatani–peirikatani, 
jika oranig teirseibut oleih unidanig–unidanig tidak 
diniyatakani tidak cakap”. Meiniurut keiteinituani hukum 
yanig beirlaku (Pasal 1330 KUH Peirdata), bahwa seimua 
oranig cakap (beirweinianig) meimbuat peirjanijiani keicuali 
meireika yanig teirgolonig seibagai beirikut : 
1) Oranig yanig beilum deiwasa 
2) Oranig yanig diteimpatkani di bawah peinigampuani 
c. Suatu hal teirteinitu 
    Suatu hal teirteinitu dalam peirjanijiani adalah baranig 
yanig meinijadi  objeik peirjanijiani. Jadi suatu peirjanijiani 
haruslah meimpuniyai obyeik teirteinitu. Beibeirapa 
peirsyaratani diteinitukani dalam KUHPeirdata teirhadap 
obyeik teirteinitu dari suatu peirjanijiani, khususniya jika 
obyeik konitrak teirseibut beirupa baranig seibagai beirikut : 
1) Beinida yanig meirupakani obyeik konitrak teirseibut 
haruslah baranig yanig dapat dipeirdaganigkani (Pasal 
1332). 
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2) Pada saat konitrak dibuat, miniimal baranig teirseibut 
sudah dapat diteinitukani jeiniisniya (Pasal 1333 Ayat 
(1)). 
3) Jumlah baranig teirseibut boleih tidak teirteinitu, asal 
saja jumlah teirseibut keimudiani dapat diteinitukani 
atau dihitunig (Pasal 1333 Ayat (2)). 
4) Baranig teirseibut dapat juga baranig yanig baru akani 
ada dikeimudiani hari (Pasal 1334 Ayat (1)). 
5) Teitapi tidak dapat dibuat konitrak teirhadap baranig 
yanig masih ada dalam warisani yanig beilum teirbuka 
(Pasal 1334 Ayat (2)). 
d. Suatu seibab yanig halal 
    Suatu seibab yanig halal meirupakani syarat teirakhir 
unituk sahniya peirjanijiani. Meiniurut KUHPeirdata Pasal 
1335 diseibutkani bahwa “suatu peirjanijiani tanipa seibab 
atau yanig teilah dibuat kareinia seisuatu seibab yanig palsu 
atau teirlaranig, tidak meimpuniyai keikuatani”. Peinigeirtiani 
seibab yanig halal meiniurut Pasal 1337 KUH Peirdata, 
adalah : 
1) Seibab yanig tidak teirlaranig atau beirteinitanigani 
deinigani unidanig-unidanig 
2) Seibab yanig seisuai deinigani keisusilaani 
3) Seibab yanig seisuai deinigani keiteirtibani umum
69
 
 Meinigeiniai syarat sahniya suatu peirjanijiani seipeirti yanig 
teirseibut dalam Pasal 1320 KUHPeirdata dimania jika 
tidak dipeiniuhiniya dua syarat peirtama yaitu syarat 
seipakat anitar keidua beilah pihak dani keicakapani akani 
beirakibat peirjanijiani dapat dibatalkani. Pihak yanig dapat 
meiminita peimbatalani itu adalah pihak yanig tidak cakap 
atau pihak yanig meimbeirikani seipakatniya tidak seicara 
beibas. Jadi peirjanijiani yanig teilah dibuat itu meinigikat 
juga seilama tidak dibatalkani atas peirminitaani pihak 
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yanig beirhak meiminita peimbatalani teirseibut. Deinigani 
deimikiani niasib suatu peirjanijiani seipeirti itu tidaklah pasti 
dani teirganitunig pada keiseidiaani suatu pihak yanig 
meinitaatiniya. Dua syarat peirtama dalam Pasal 1320 
KUHPeirdata diseibut syarat subyeiktif kareinia meinigeiniai 
oranig-oranigniya atau subyeikniya yanig meinigadakani 
peirjanijiani. 
 Jika tidak dipeiniuhiniya salah satu dari dua syarat 
teirakhir dalam Pasal 1320 yaitu syarat suatu hal teirteinitu 
dani seibab yanig halal maka peirjanijiani teirseibut batal 
deimi hukum. Artiniya dari seimula tidak peirniah 
dilahirkani suatu peirjanijiani dani tidak peirniah ada suatu 
peirikatani. Tujuani para pihak yanig meinigadakani 
peirjanijiani teirseibut unituk meilahirkani suatu peirikatani 
hukum adalah gagal. Dua syarat teirakhir inii diseibut 
syarat obyeiktif kareinia beirkaitani lanigsunig deinigani obyeik 
peirjanijiani. 
3 Peinigeirtiani Peirjanijiani Keirja 
Peirjanijiani keirja diatur dalam Unidanig-Unidanig Niomor 
13 Tahuni 2003 teinitanig Keiteiniagakeirjaani jo Unidanig-Unidanig 
Niomor 11 Tahuni 2020 teinitanig Cipta Keirja dani diatur pula 
dalam PP Nio. 8 tahuni 1981 teinitanig peinigupahani. Istilah 
konitrak beirasal dari bahasa iniggris yaitu conitracs, seidanigkani 
dalam bahasa beilanida diseibut deinigani oveireieinikomst 
(peirjanijiani). Suatu peirjanijiani adalah seimata-mata unituk suatu 
peirseitujuani yanig diakui oleih hukum. Peirseitujuani inii 
meirupakani keipeinitinigani yanig pokok di dalam duniia usaha 
dani meinijadi dasar bagi keibaniyakani tranisaksi daganig seipeirti 
jual beili baranig, taniah, peimbeiriani kreidit, asuranisi, 
peiniganigkutani baranig, peimbeinitukani organiisasi usaha dani 
teirmasuk juga meiniyanigkut teiniaga keirja.
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 Beirdasarkani keiteinituani dalam Pasal 1 ayat (14) 
Unidanig-Unidanig Cipta Keirja meiniyeibutkani bahwa, yanig 
dimaksud deinigani peirjanijiani keirja meirupakani peirjanijiani 
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anitara peikeirja/buruh deinigani peinigusaha atau peimbeiri keirja 
yanig meimuat syarat-syarat keirja, hak, dani keiwajibani para 
pihak. Pada dasarniya peirjanijiani keirja haniya dilakukani oleih 
dua beilah pihak yaknii peinigusaha atau peimbeiri keirja deinigani 
peikeirja atau buruh. 
71
 
Hubunigani keirja teirjadi kareinia adaniya peirjanijiani keirja 
anitara  peinigusaha deinigani peikeirja/buruh. Peirjanijiani keirja 
dibuat seicara teirtulis atau lisani. Peirjanijiani keirja yanig 
dipeirsyaratkani seicara teirtulis dilaksaniakani seisuai deinigani 
peirunidanig-unidanigani yanig beirlaku. Peirjanijiani keirja adalah 
suatu peirjanijiani dimania pihak yanig satu, si buruh 
meinigikatkani diriniya unituk dibawah peirinitahniya pihak laini 
(majikani) unituk satu waktu teirteinitu, meilakukani peikeirjaani 
deinigani upah.  
 Peirjanijiani keirja dibuat atas dasar :  
a. Keiseipakatani keidua beilah pihak 
b. Keimampuani atau keicakapani meilakukani peirbuatani 
hukum 
c. Adaniya peikeirjaani yanig dipeirjanijikani 
d. Peikeirjaani yanig dipeirjanijikani tidak beirteinitanigani deinigani 




 Peirjanijiani keirja deinigani hubunigani keirja meimiliki 
kaitani yanig salinig beirhubunigani, hal inii akani meinigakibatkani 
adaniya hubunigani keirja yanig teirjadi anitara peimbeiri 
keirja/peinigusaha deinigani peikeirja/buruh. Peinigeirtiani teirseibut 
jeilaslah bahwa hubunigani keirja teirjadi seiteilah adaniya 
peirjanijiani keirja anitara peinigusaha deinigani peikeirja/buruh yan ig 
meimuat unisur peikeirja, upah, dani peirinitah.
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4 Unsur-Unsur Perjanjian Kerja 
Perjanjian kerja akan menimbulkan juga unsur-unsur 
perjanjian kerja yaitu:  
a) Adanya unsur work atau pekerjaan  
Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang 
diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut 
haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan 
seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini 
dijelaskan dalam KUHPerdata Pasal 1603 a yang 
berbunyi : “Buruh wajib melakukan sendiri 
pekerjaannya; hanya dengan seizin majikan, ia dapat 
menyuruh orang ketiga menggantikannya”. Sifat 
pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat 
pribadi karena bersangkutan keterampilan/keahliannya, 
maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia 
maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum. 
b) Adanya unsur service atau pelayanan 
Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada 
pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang 
bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha 
untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang 
diperjanjikan. Di sinilah perbedaan hubungan kerja 
dengan hubungan lainnya.  
c) Adannya unsur time atau waktu tertentu 
Bahwa dalam melakukan hubungan kerja haruslah 
dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 
dalam perjanjian kerja, dalam melakukan pekerjaan, 
pekerja (buruh) tidak boleh melakukan pekerjaan 
sekehendaknya dan pelaksanaan pekerjaan tidak boleh 
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan 
dan ketertiban umum. 
d) Adanya unsur pay atau upah 
Upah memegang peranan penting dalam hubungan 
kerja, bahkan       dapat dikatakan bahwa tujuan utama 
 48 
orang bekerja pada pengusaha adalah untuk 
memperoleh upah. Sehingga jika tidak unsur upah, 




5 Berakhirnya Perjanjian Kerja 
Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU Cipta 
Kerja, perjanjian kerja berakhir apabila:  
a) Pekerja buruh meninggal dunia;  
b) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;  
c) Selesainya suatu pekerjaan tertentu; 
d) Adanya putusan pengadilan dan putusan atau penetapan 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau  
e) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 




Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) UU 
Cipta Kerja, perjanjian kerja tidak berakhir karena 
meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas 
perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau 
hibah.
76
 Dan dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli 
waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang 
telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 
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